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ABSTRAK

Judul  Skripsi	:  	PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERKAIT DENGAN PROSEDUR PENANGKAPAN  TERHADAP KORBAN YANG SALAH TANGKAP (Analisis Kasus Putusan MA Nomor : 89 PK/PID/2008).

N a m a	:    HUSAIMI HS
N P M	:   	1207350130
Kata  Kunci	:   	Upaya  hukum,  error  in persona,  kode  etik Polri,        tanggung  jawab penyidik Polri.

Dalam  penelitian  dengan  judul  Analisa  Kesewenangan   Penyidik Polri dan Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error In Persona (Analisis  Kasus Imam Chambali Alias Kemat Jombang 2008) ini penulis mengunakan metode penelitian kepustakaan sehingga memakai   data-data   sekunder   sebagai   sumber   datanya.   Permasalahan   yang diangkat dalam penelitian ini secara garis besar ada dua hal. Pertama dilihat dari sudut terpidana sebagai korban error in persona, penulis ingin mencari tahu mengenai  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  yang  bersangkutan  dalam mencari  keadilan.  Selain  itu  mengenai  hak-hak  yang  bisa  didapatkan  sebagai korban dalam hal terjadi error in persona. Kedua dilihat dari sudut Penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum, tanggung jawab penyidik Polri menurut hukum apabila terjadi kekeliruan  dalam menangkap  dan menahan  orang atau Error In Persona   akibat   kelalaian   penyidik   Polri   dalam   menjalankan    tugas   dan kewajibannya. Kedua hal di atas dapat ditemukan jawabannya dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU No.81 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan terkait hukum acara pidana lainnya seperti UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Repubik Indonesia dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas maka upaya hukum yang tepat yang bisa dilakukan oleh terpidana korban error in persona adalah upaya hukum PK, adapun  pertimbangan hakim mengabulkan upaya hukum yang diajukan  koraban adalah krena adanya   novum   yang   diajukan   pemohon, sehingga    peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah  Agung     menerima     permohonan     peninjauan kembali   dan   menjatuhkan   putusan   bebas   Terpidana   berdasarkan  Pasal   191  ayat  (1)  Undang-Undang   No.  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana .
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